
  
 

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO 

KECAMATAN NGUTER 

DESA CELEP 

 
 

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP KECAMATAN NGUTER 
Nomor : 141/27/VIII/2022 

TENTANG  

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUN 2023 

KEPALA DESA CELEP, 

 
Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-
Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) 
yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa; 

  b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa    
(RKP-Desa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk 

melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun            
RKP-Desa; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a 
dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Surat 
Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja 

Pemerintah Desa (RKP-Desa); 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

SALINAN 



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha 
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6623); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 10); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 



9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 

Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 
2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 254); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 230); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 234); 

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 

Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten 
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2018 Nomor 45); 

14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9); 

15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 

tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40); 

16. Peraturan Desa Celep Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 
Kewenangan Desa Celep (Lembaran Desa Celep Tahun 

2019 Nomor 1); 



17. Peraturan Desa Celep Nomor 5 Tahun 2018 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 

2018-2024 (Lembaran Desa Celep Tahun 2018 Nomor 5); 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : 
KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-

Desa) Tahun 2023 sebagai berikut : 
Pembina : 1. SURONO, SE (Kepala Desa) 

Ketua   : 2. RUDIYANTO, S.Sos (Sekretaris Desa) 
Sekretaris : 3. SUWARNO (UNSUR MASYARAKAT) 

Anggota : 4. PURWANTO (Perangkat Desa) 
   5. MARSUDI (KPMD) 
   6. WAHYUNING (UNSUR PEREMPUAN) 

   7. ENDANG NUR E (UNSUR PEREMPUAN) 
      

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RKP-Desa adalah 
menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-

Des) tahun 2023 berdasarkan data – data hasil Pengkajian 
Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang 
dilakukan secara partisipatif. 

 
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKP-Desa 

mengacu pada Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717), Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864), 

Permendagri Nomor 111/2014 tentang Pedoman Teknis 
Peraturan di Desa, Permendagri Nomor 114/2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans 
Nomor 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan 

Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan 
Permendes PDT dan Trans Nomor 2/2015 tentang Pedoman 
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans Nomor 
5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2015. 
 

KEEMPAT : Tim Penyusun RKPDes dalam melaksanakan tugasnya 
dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan 
atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) 

serta pihak lain yang berkompeten. 

 

KELIMA : Masa tugas Tim Penyusun RKP-Desa terhitung sejak 
ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini, sampai 

dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang            
RKP-Desa tahun 2023 oleh Kepala Desa.   

 

KEENAM : Keputusan Kepala Desa Celep ini berlaku   sejak tanggal 
ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat 

kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan 
dan pembetulan sebagaimana mestinya. 

     
 

 Ditetapkan di Celep 

pada tanggal,  15 Agustus 2022 
 

KEPALA DESA CELEP, 

                        ttd 

SURONO 
 


